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4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir
perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah y
Kerjasama.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlamb
memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan
oleh peristiwa/kejadian “Keadaan Memaksa™ di luar kekuasaan PARA PIHAK.

2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama
ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan,
sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang
tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.

3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas
sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang
mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk
diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada
Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian
Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul
menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

atan atau kegagalan dalam

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau  dalam
melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat
I di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum,

Pasal 8
LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar
kcsepa.l.(alan. baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam
Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
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